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Abstrak
 

Terjadinya kecelakaan atas transportasi massal yang menimbulkan

banyaknya korban meninggal dunia, adakalanya ditengarai karena ulah

manajemen, seperti misalnya perusahaan otobus, yang tidak secara teratur melakukan pemeriksaan kelaikan

alat transportasinya, atau tidak memenuhi kelayakan teknis dengan tujuan menghemat biaya investasi yang

mana perbuatan itu pada akhirnya dapat mengabaikan faktor keselamatan penumpang bus dan pengguna

jalan yang lain, sehingga mengakibatkan kecelakaan yang fatal yang

banyak orang meninggal atau luka-luka. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diundangkan tanggal 22 Juni 2009 memunculkan perspektif

baru dalam hukum pidana menyangkut pertanggungjawaban pidana bagi perusahaan angkutan umum

sebagaimana ketentuan di pasal 315 ayat (1) yang menyatakan dalam hal tindak pidana dilakukan oleh

perusahaan angkutan umum, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap perusahaan angkutan umum

dan/atau pengurusnya. Namun demikian, walaupun pertanggungjawaban pidana perusahaan angkutan

umum sudah diatur dalam ketentuan pidana, dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan angkutan

umum, para penegak hukum masih saja menempatkan pengemudi kendaraan sebagai subyek tindak pidana

yang harus bertanggungjawab secara pidana. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan apakah

doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi dalam ketentuan pidana yang mengatur Perusahaan Angkutan

Umum di Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, dapatkah ketentuan pidana dalam Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dipergunakan untuk menjerat perusahaan

angkutan umum dalam kasus kecelakaan lalu lintas, apakah yang menjadi

hambatan dalam penegakan hukum terhadap perusahaan angkutan umum dalam

kasus tindak pidana lalu lintas. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Dari hasil penelitian

didapatkan bahwa Perusahaan Angkutan Umum sebagai subjek tindak pidana hanya diatur di 3 (tiga) pasal

saja yaitu pasal 308 yang mengatur tentang pelanggaran izin trayek, pasal 309 tentang pelanggaran karena

tidak mengikuti asuransi ganti kerugian kepada penumpang dan pasal 313 karena pelanggaran karena tidak

mengasuransikan penumpang dan awak kendaraannya. Secara teoritis, ajaran/doktrin Identifikasi dapat

diterapkan di Pasal

308 dalam ketentuan pelanggaran izin trayek, yang mana ketentuan ini

mensyaratkan adanya directing mind walaupun pelaku fisiknya adalah pengemudi angkutan umum. Doktrin

Strict Liability dapat digunakan dalam pasal 309 serta pasal 313. Namun demikian pasal-pasal tersebut

tumpang tindih atau berbenturan dengan pasal 199, yang mana pasal ini mengatur ketentuan yang sama

hanya sanksinya berupa sanksi administratif. Berdasarkan analisa contoh kasus, secara teoritis perusahaan

angkutan umum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam hal kecelakaan yang diakibatkan
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ketidaklaikan kendaraan. Namun dalam dalam pelaksanaannya belum dapat dilakukan karena undang-

undang tidak mengatur secara jelas dalam hal apa dan kapan perusahaan angkutan umum dapat dikatakan

melakukan perbuatan

pidana dan hambatan yuridis belum diakuinya korporasi dalam hukum acara pidana. Perlu dilakukan

penyempurnaan terhadap ketentuan

pertanggungjawaban pidana perusahaan angkutan umum dalam undang-undang

nomor 22 tahun 2009, khususnya berkaitan dengan kejahatan lalu lintas.


